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ABSTRAK 

 

Pengungsi merupakan masalah global yang terjadi di dunia pada sekarang ini, baik 

negara maju dan negara berkembang terkena dampak dari pergerakan pengungsi, dan 

masalah pengunsi sudah terjadi sejak lama dan sejak lama juga pemerintah dunia berusaha 

mencari solusinya melalui Konvensi 1951 yang berisikan hukum mengenai pengungsi 

Internasional yang juga berisikan mengenai hak dari pengungsi dan hak dari negara yang 

menandatangani Konvensi ini. Pengungsi Suriah merupakan salah satu pengungsi paling 

banyak di dunia dan berusaha mencari tempat tinggal baru yang lebih aman dari negaranya. 

Selandia Baru salah satu negara yang merativikasi pengungsi mengeluarkan kebijakan 

Refugee Quota Programme untuk membantu menangani masalah pengungsi yang terjadi 

dengan memperhatikan kemampuan negara dalam membantu pengungsi dan 

memperhatikan hak hak dari pengungsi tersebut.  

Kata Kunci : Pengungsi, Selandia Baru, Suriah, Refugee Quota Programme 

 

 

ABSTRACT 

 

Refugees are a global problem that is occurring in the world today, both developed 

countries and developing countries are affected by the movement of refugees, and the 

problem of pengunsi has been going on for a long time and the world government has tried 

to find a solution through the 1951 Convention which contains the law on international 

refugees also contains the rights of refugees and the rights of countries that sign this 

Convention. Syrian refugees are one of the most refugees in the world and are trying to 

find new, safer dwellings from their country. New Zealand, one of the countries that has 

ratified refugees, issued a Refugee Quota Program policy to help deal with refugee 

problems that occur by taking into account the country's ability to assist refugees and pay 

attention to the rights of these refugees. 
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengungsi merupakan isu yang 

menjadi prioritas tinggi di negara-

negara berkembang maupun negara-

negara maju. menurut Konvensi 1951 

mengenai pengungsi menjelaskan 

pengungsi merupakan individu/ 

sekelompok individu yang 

meninggalkan negaranya untuk 

mencari kehidupan baru di luar dari 

negaranya dan menetap di negara 

tersebut dengan tujuan untuk mencari 

perlindungan dan kehidupan yang 

lebih baik.pada Konvensi 1951 

tentang pengungsi dijenewa, 

mendefinisikan pengungsi sebagai 

orang yang di sebabkan ketakutan 

yang beralasan penganiyayaan yang di 

sebabkan oleh alasan agama, ras, 

kebangsaan, keangotaan dalam partai 

politik tertentu dan kelompok social, 

berada di luar negara kebangsaannya 

dan tidak menginginkan perlindungan 

negara tersebut1. 

Pada awalnya badan yang 

mengurusi masalah pengungsi muncul 

setelah Perang Dunia ke 2yang di 

sebut sebagai The UN Refugee Agency 

(Badan Pengungsi PBB) guna 

membantu orang-orang di Eropa yang 

kehilangan tempat tinggal akibat 

konflik itu. Didirikan pada 14 

Desember tahun 1950, agensi ini 

menjadi United Nation High 

Commissioner for Refugee 

(UNHCR)2. 

 
1 (Konvensi dan Protokol Mengenai Status 

Pengungsi Pasal 1 ) 
2 https://www.unhcr.org/ceu/169-enabout-

ushistory-of-unhcr-html.html Diakses 5 

April 2019 
3 https://www.immigration.govt.nz/about-

us/what-we-do/our-strategies-and-

Selandia Baru merupakan negara 

yang meratifikasi Konvensi 1951 

mengenai status pengungsi pada juni 

1960 dan menandatangani Protkol 

1967 (konvensi pengungsi) pada 

,sehingga Selandia Baru harus 

menyediakan fasilitas untuk para 

pengungsi dan mencari solusi jangka 

panjang. 

Kebijakan pengungsi Selandia 

Baru mencerminkan komitmen 

Pemerintah untuk memenuhi 

kewajiban dan tanggung jawab 

kemanusiaan internasionalnya. 

Melalui kebijakan pengungsi, Selandia 

Baru memberikan kontribusi pada 

upaya komunitas global untuk 

membantu para pengungsi yang 

membutuhkan pemukiman kembali. 

Refugee Quota Branch (RQB) adalah 

cabang Imigrasi Selandia Baru, yang 

bertugas mengoperasikan Refugee 

Quota Programme.3 

Suriah merupakan salah satu 

negara yang mengirimkan banyak 

pengungsi, dan merupakan pengungsi 

terbesar yang datang ke Selandia Baru 

dalam kurun waktu 2015-2019 dengan 

jumlah pengungsi sebanyak 9444. 

Selandia Baru sendiri 

merupakan negara yang ideal bagi 

para Pengungsi dalam hal ini 

pengungsi Suriah dikarenakan 

kondisi Selandia Baru yang stabil dan 

jauh dari konflik dan tentu akan 

memberikan harapan untuk para 

pengungsi untuk hiup lebih aman dan 

nyaman. Selain masalah perbedaan 

projects/supporting-refugees-and-asylum-

seekers/refugee-and-protection-unit/new-

zealand-refugee-quota-programme diakses 

pada tanggal 20 Maret 2019) 
4 Refugee and Protection Unit Statistics for 

Refugee Quota Arrivals January 2019 



kebudayaan dan adaptasi yang 

dilakukan oleh para pengungsi, 

terdapat masalah lain yang dilihat dari 

sudut pandang pengungsi, bahsa 

selama ini pengungsi seringkali 

HAMnya tidak diberlakukan adil oleh 

negara yang menerima pengungsi 

seperti negara tempat mereka mencari 

suara seperti yang terjadi di eropa 

yang mana pengungsi hanya 

didiamkan saja dan pemerintah eropa 

seperti buntu untuk membantu para 

pengungsi5 . Namun berbeda dengan 

New Zealand yang berencana untuk 

memberikan pemukiman permanen 

bagi pengungsi melalui program ini. 

Fenomena ini menjadi 

menarik untuk dikaji, jika melihat 

dari komitmen Selandia Baru dalam 

menangani pengungsi global dengan 

merativikasi Konvensi 1951dan turut 

ikut sertanya dalam memberikan 

solusi jangka Panjang untuk masalah 

pengungsi. Dengan program yang 

dikeluarkan oleh pemerintah 

mengenai pengungsi seharusnya 

menjadi jalan keluar yang efektif bagi 

pengungsi dan mendapatkan rasa 

aman bagi pengungsi untuk tinggal di 

Selandia Baru. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor 

“Bagaimana penanganan 

pengungsi Suriah di Selandia baru 

melalui Refugee Quota 

Programme 2015-2018?” 

 

1.2.2 Rumusan Masalah Minor 

1. Bagaimana upaya 

Penangananan Pengungsi 

Suriah di Selandia Baru 

 
5 https://www.dw.com/id/tidak-ada-solusi-

masalah-pengungsi/a-18715139 diakses 19 

April 2019 

melalui Refugee Quota 

Programme 2015-2018? 

2. Apa Kendala Penanganan 

Pengungsi Suriah di Selandia 

baru melaliu Refugee Quota 

Programme 2015-2018? 

3. Apa Prospek dari penanganan 

pengungsi Suriah di Selandia 

Baru melalui Refugee Quota 

Programme 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembanagan ilmu 

hubungan internasional, khususnya 

mengenai masalah pengungsi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah 

memberikan wawasan lebih kepada 

pembaca mengenai penanganan 

pengungsi, khususnya penanganan 

pengungsi di Selandia Baru. 

 

2. Kajian Pustaka 

2.1 Hubungan Internasional 

Hubungan Internasional adalah 

segala bentuk interaksi, diantara 

masyarakat, negara - negara, baik 

yang dilakukan negara maupun warga 

negara yang terjadi dengan melintasi 

batas-batas geografis negara. 

Terdapat lima unsur yang merupakan 

unsur pokok dalam pembelajaran 

tentang hubungan internasional, 

yaitu: Pertama, Sifat dan berlakunya 

atau pelaksanaan sistem kenegaraan. 

Kerdua faktor – faktor yang 

mempengaruhi dan menentukan 

kekuatan (power) dari suatu negara. 

Ketiga, posisi internasional dan 

politik luar negeri dari negara – 



negara besar. Keempat, sejarah 

hubungan internasional yang baru 

lampau. Dan kelima, pembentukan 

suatu tertib dunia (world order) yang 

lebih stabil6. 

 

2.2 Kebijakan Luar Negeri 

 

Kebijakan Luar Negeri merupakan 

cita cita, strategi, tindakan, metode, 

panduan, arahan,kesepakatan, 

pemahaman, dan sebagainya, yang 

dengan itu pemerintah nasinal saling 

melakukan hubungan internasional 

dan dengan aktor non pemerintah dan 

organisasi internasional. Seluruh 

pemerintah nasional, dengan fakta 

dan keberadaan internasional mereka 

yang terpisah, di haruskan untuk 

melakukan kebijakan luar negeri yang 

di tujukan pada pemerintah luar 

negeri dan aktor-aktor internasional 

lainnya. Pemerintah ingin 

mempengaruhi cita-cita dan aktivitas 

dari aktor lain yang tidak mungkin 

mereka kendalikan sepenuhnya 

karena mereka berada dan di bawah 

kedaulatan mereka7. 

 

2.3 Hukum Pengungsi Internasional 

 

Konvensi 1951 mendefinisikan 

pengungsi, sebagai akibat peristiwa-

peristiwa yang terjadi sebelum 1 

Januari   1951 (pengungsi) dan yang 

dikarenakan oleh kecemasan yang 

besar disebabkan oleh persekusi 

dengan alasan-alasan ras, agama, 

kebangsaan, keanggotaan pada 

kelompok sosial tertentu atau opini 

politik, berada di luar negara 

 
6 Darmayadi, Andrias. 2015. Mengenal Studi 

Hubungan Internasional. Bandung : 

Zavara. Hlm.6 

kewarganegaraannya dan tidak dapat 

atau, disebebkan kecemasan tersebut, 

tidak bersedia menggunakan 

perlindungan dari negara itu, atau 

seseorang yang tidak mempunyai 

kewarganegaraan dan berada di luar 

dari negara di mana ia sebelumnya 

tinggal, sebagai akibat peristiwa-

peristiwa tersebut, tidak dapat atau, 

karena kecemasan tersebut, tidak mau 

kembali ke negara asalnya.  Dalam hal 

seseorang mempunyai lebih dari satu 

kewarganegaraan, istilah "negara 

kewarganegaraannya" akan berarti 

masing-masing negara di mana ia 

adalah warga negara, dan seseorang 

tidak akan dianggap tidak memperoleh 

perlindungan negara 

kewarganegaraannya jika, tanpa 

alasan yang sah yang berdasarkan 

kecemasan yang sungguh-sungguh 

berdasar, ia tidak memanfaatkan 

perlindungan salah satu negara di 

mana ia adalah  warga negara8. 

Secara sederhana pengungsi 

adalah masalah hak asasi manusia. 

Pergerakan pengungsi juga merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari politik internasional. sosok 

pengungsi adalah bagian integral dari 

sistem internasional, yang 

melambangkan kegagalan hubungan 

antara negara-warga-wilayah yang 

diasumsikan oleh sistem negara untuk 

memastikan keteraturan dan keadilan 

internasional. Penyebab, konsekuensi 

dan respon kepada pengungsi tidak 

lepas dari politik dunia. Penyebab 

pergerakkan pengungsi ditopang oleh  

konflik, kegagalan negara, dan 

ketimpangan ekonomi politik 

7 Carlsnaes,W. 2002. ‘Foreign Policy’, 

dalam W.Carlsnae,dkk. Handbook of 

International Relations London: Sage 

hlm.335 
8 Konvensi 1951 Pasal 1ayat 2 



internasional. konsekuensi pergerakan 

pengungsi telah dikaitkan dengan 

keamanan, penyebaran konflik, 

terorisme dan transnasionalisme. oleh 

karena itu, menanggapi pengungsi 

merupakan tantangan bagi tatanan 

dunia dan Keadilan dan fasilitasi 

kerjasama internasional9. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Sejarah Pengungsi di 

Selandia baru 

 

Selandia Baru merupakan 

negara yang meratifikasi Konvensi 

1951 mengenai status pengungsi 

pada juni 1960 dan menandatangani 

Protkol 1967 (konvensi pengungsi) 

pada ,sehingga Selandia Baru harus 

menyediakan fasilitas untuk para 

pengungsi dan mencari solusi 

jangka panjang.  

Sebelum terjadinya konvensi 

1951, Selandia Baru sudah 

menerima pengungsi pada Perang 

Dunia II. Lebih dari 800 pengungsi 

Polandia tiba di Wellington, 

Mencari tempat aman dari perang 

yang melanda dunia dan Eropa pada 

khususnya, bagi 732 anak dan 102 

orang dewasa ini merupakan tempat 

terakhir dari perjalanan mereka, 

mereka telah selamat dari deportasi 

Uni Soviet, kerja paksa di Siberia, 

dan evakuasi ke Timur Tengah 

sebelum sampai di Selandia Baru. 

Diperkirakan 1.7 juta orang 

Polandia di deportasi ke kamp kerja 

di Siberia seiring dengan 

pendudukan Soviet di Timur 

Polandia pada 1939. Pemerintahan 

 
9  Betts, Alexsander dan Loescher, 

Gil. 2011. Refugees in International 

Relation. New York:Oxford hlm.1 

pengasingan Polandia di London 

meminta pertolongan untuk mencari 

tempat tinggal semestara untuk 

mereka. Pada tahun 1943 Perdana 

Mentri Selandia Baru Peter Fraser 

mengundang anak anak Polandia 

untuk datang ke Selandia Baru 

selama Perang. Kamp anak anak 

tersebut di berinama Little Poland, 

kebanyakan dari pengungsi pada 

akhirnya memilih untuk tetap di 

Selandia Baru setelah Perang usai10. 

 

3.2 Pengungsi Suriah 

 

Suriah merupakan salah satu 

negara yang mengirimkan banyak 

pengungsi, dan merupakan pengungsi 

terbesar yang datang ke Selandia Baru 

dalam kurun waktu 2015-2019 

dengan jumlah pengungsi sebanyak 

94411. 

Suriah sendiri menjadi negara 

yang banyak mengirimkan pengungsi 

dikarenakan pada Maret 2011 

pemerintah Suriah, dipimpin oleh 

Presiden Bashar al-Assad, 

menghadapi tantangan yang belum 

pernah terjadi sebelumnya terhadap 

otoritasnya ketika protes pro-

demokrasi meletus di seluruh negara. 

Pemerintah Suriah menggunakan 

kekerasan untuk menekan 

demonstrasi, memanfaatkan polisi, 

militer, dan pasukan paramiliter. 

Oposisi milisi mulai terbentuk di 

2011, dan pada 2012 konflik telah 

berkembang menjadi penuh perang 

saudara. Statistik UNOCHA (United 

Nation Office of the Coordination of 

Hummanitarion Affaris) per 31 

10 https://nzhistory.govt.nz/page/polish-

refugees-arrive-new-zealand diakses pada 11 

Maret 2019 
11 Refugee and Protection Unit Statistics for 

Refugee Quota Arrivals January 2019 



Januari 2017 menunjukkan bahwa 

13,5 juta dari 22 juta populasi Suriah 

dipengaruhi oleh konflik dan 

membutuhkan bantuan kemanusiaan, 

termasuk lebih dari 6,3 juta pengungsi 

internal. Dari jumlah tersebut, lebih 

dari 4 juta telah menemukan suaka 

sementara di negara tetangga 

Libanon, Turki, Yordania, Irak, dan 

Mesir. Hanya sekitar 1,1 juta 

pengungsi Suriah tinggal di kamp-

kamp pengungsi, permukiman 

informal dan pusat-pusat kolektif. 

Sisanya tinggal di luar kamp, di kota, 

kota, dan daerah pedesaan, seringkali 

dalam keadaan sulit dan di lokasi 

tidak mudah dicapai oleh organisasi 

bantuan kemanusiaan. Sebagian besar 

dari para pengungsi adalah Arab 

Muslim Sunni, tetapi populasinya 

juga termasuk etnis dan agama 

minoritas, seperti Kurdi, Druze, dan 

anggota berbagai sekte Kristen dan 

Muslim Syiah. Skala kerusakan 

rumah dan mata pencaharian 

menyajikan hambatan utama untuk 

kembali dan upaya reintegrasi12 

 

3.3 Penanganan Pengungsi Suriah 

Oleh Selandia Baru Melalui 

Refugee Quota Programme 

 

Refugee Quota Programme  di 

putuskan oleh pemerintah Selandia 

Baru dalam siklus tiga tahun. 

Komposisi kuota pengungsi di 

sepakati setiap tahunnya oleh Menteri 

Imigrasi dan Menteri Luar Negeri. 

Pengungsi yang dipertimbangkan 

untuk dimukimkan kembali di bawah 

program ini (kecuali pelamar tertentu 

yang merupakan anggota keluarga 

inti atau tanggungan seorang 

pengungsi) harus diakui sebagai 

 
12 Syria Quota Fact Sheet 

pengungsi statusnya yang diberi 

mandat dan dirujuk ke Selandia Baru 

oleh UNHCR sesuai dengan pedoman 

pemukiman kembali yang di 

tentukan. Ketika Imigrasi Selandia 

baru memperoses dan memutuskan 

kasus-kasus ini, faktor faktor berikut 

yang dipertimbangkan: Kebijakan 

Imigrasi Selandia Baru, kredibilitas, 

penyelesaian, kemanan, resiko 

imigrasi, dan kesehatan (New 

Zealand Country Chapter 2018). 

Pengungsi yang baru datang dari 

negara tempat mencari suaka tentu 

akan mengalami masalah dalam 

beradaptasi dengan lingkungan di 

Selandia Baru yang sangat berbeda 

dari negara asalnya yaitu Suriah, 

perbedaan secara budaya,geografis 

dan Bahasa tentu akan menjadi 

kendala oleh karena itu pengungsi 

Suriah yang tiba di Selandia Baru 

dibawah Refugee Quota Programme 

diberikan status tempat tinggal 

permanen di Selandia Baru. Mereka 

akan menghabiskan enam minggu 

pertama mereka di pusat pemukiman 

kembali pengungsi (Mangere 

Refugee Resettlement 

Center/MRRC), MRRC dikelola oleh 

imigrasi Selandia Baru, yang bekerja 

sama dengan lembaga pemerintah dan 

non-pemerintah (LSM) lainnya untuk 

untuk menajakan program 

penerimaan enam minggu tersebut. 

Program penerimaan mempersiapkan 

para pengungsi untuk menjalani 

kehidupan baru mereka di Selandua 

Baru sebelum kedatangan mereka di 

Selandia Baru, para pengungsi akan 

diberikan informasi tentang bekerja 

dan tinggal di Selandia Baru dan 

penilaian diselesaikan pada setiap 

penmgungsi untuk mengidentifikasi 



kebutuhan dan layanan yang 

diperlukan begitu para penmgungsi 

tiba di MRRC 13. 

 

3.4 Kendala menangani Pengungsi 

Suriah di Selandia Baru melalui 

Refugee Quota Programme 

  

   Kendala yang dihadapi dalam 

penanganan pengungsi Suriah di 

Selandia Baru adalah waktu untuk 

membuat para pengungsi dapat 

beradaptasi dengan kondisi geografi 

serta iklim di Selandia Baru, 

dikarenakan perbedaan kondisi 

geografis yang sangat jauh dengan 

kondisi negara para pengungsi 

sebelumnya yaitu Suriah. 

Serta proses beradaptasi dengan 

keadan social di Selandia Baru yang 

sanggat berbeda, seperti keadaan di 

Selandia baru yang mayoritas 

beragama Kristen tentu merupakan 

suatu perbedaan dengan negara asal 

mereka, mereka perlu membiasakan 

dirinya. Karena di Suriah agama yang 

dominan adalah Islam, sehingga 

kondisi sosial yang ada di Selandia 

Baru akan sangat berbeda, mereka 

perlu membiasakan diri mengenai hal 

ini. 

Serta Kendala dalam 

berkomunikasi antara pengungsi 

dengan pemerintah dikarenakan para 

pengungsi tidak fasih berbahasa 

Inggris, sedangkan di Selandia Baru 

Bahasa Inggris merupakan Bahasa 

utamanya. Bahkan sebagaian dari 

pengungsi tidak dapat berbahasa 

Inggris, dan sebagaian lainnya hanya 

dapat berbahasa Inggris dengan 

minim, hal ini akan memperlambat 

 
13 https://www.immigration.govt.nz/about-

us/what-we-do/our-strategies-and-

projects/supporting-refugees-and-asylum-

proses pembelajaran dan adaptasi 

mereka mengenai Selandia Baru 

 

3.5 Prospek penanganan pengungsi 

Suriah di Selandia baru melalui 

Refugee quota Programme 

 

Prospek penangangan Pengungsi 

Suriah di Selandia Baru melalui 

Refugee Quota Programme semua 

ditentukan oleh bagaimana kondisi 

konflik di negara Suriah dan arus 

pengungsian yang terjadi di dunia, bila 

konflik di suriah cenderung mereda 

dan kondisi di Suriah mulai stabil dan 

aman sehingga orang orang tidak perlu 

keluar dari Suriah dan menjadi 

Pengungsi maka penanangan 

pengungsi Suriah di Selandia Baru 

akan berkurang secara jumlah, dan bila 

Selandia Baru tidak lagi dituju oleh 

para pengungsi Suriah untuk menjadi 

tempat tinggal yang baru dan ideal 

bagi mereka, juka dilihat dari jarak 

tempuh mereka Selandia Baru secara 

jarak sangatlah jauh dari Suriah dan 

memang Selandia Baru bukanlah 

tujuan utama dari para pengungsi. 

Sehingga jumlah pengungsi Suriah 

tidak ada lagi yang datang ke Selandia 

Baru maka penanganan pengungsi 

Suriah di Selandia Baru melalui 

Refugee Quota Programme tidak 

diperlukan lagi dikarenakan 

penanganan pengungsi Suriah akan 

terjadi bila terdapat pengungsi Suriah 

di Selandia Baru, apabila tidak ada lagi 

pengungsi Suriah yang datang ke 

Selandia Baru melalui Refugee Quota 

Programme tidak di perlukan. 

Sedangkan pemerintah Selandia 

Baru berencan untuk menambahkan 

jumlah kuota pengungsi namun kuota 

seekers/refugee-and-protection-unit/new-

zealand-refugee-quota-programme diakses 

pada tanggal 20 Maret 2019 



tersebut tidak terbatas bagi pengungsi 

suatu negara saja. Bila konflik di 

Suriah tidak selesai dan jumlah 

pengungsi masih banyak, serta para 

pengungsi Suriah banyak yang 

mengikuti Refugee Quota Programme 

Selandia Baru, maka penanganan 

pengungsi Suriah di Selandia Baru 

melalui Refugee Quota Programme 

akan terus ada dan dilaksanakan, 

sampai pemerintah Selandia baru 

memberikan kebijakan lain, serta 

inovasi lain, hal ini akan tergantung 

bagaimana kondisi Selandia baru 

kedepannya. Namun melihat 

komitmen pemerintah Selandia baru, 

maka program ini akan terus berlanjut. 

 

4. Kesimpulan  

 

Sebagai Kesimpulan dari 

pembahasan kasus tersebut, peneliti 

dapat menyampaikan bahwa 

penangan pengungsi Suriah di 

Selandia Baru melalui Refugee Quota 

Programme sangat menjanjikan bagi 

para pengungsi, karena pengungsi 

dapat hidup bebas tanpa tekanan dari 

konflik yang terjadi, serta dalam 

proses persiapan pengungsi sudah 

disediakan kamp bagi pengungsi agar 

bias beradaptasi terlebih dahulu 

dengan lingkungan Selandia Baru 

sebelum mereka benar benar hidup 

didalam masyarakat Selandia Baru 

secara sepenuhnya, dan mereka di 

berikan pelatihand an tempat tinggal 

yang layak sehingga Hak Asasi 

Manusia dari para pengungsi 

terpenuhi dengan baik. 

Mengenai Kendala yang dialami 

oleh pemerintah Selandia Baru dan 

para pengungsi Suriah merupakan 

kendala yang wajar dialami bagi 

kelompok individu yang terpaksa 

meninglkan daerahnya sehingga para 

pengungsi tidak memiliki persiapan 

untuk datang ke Selandia Baru, dan 

melalui mrrc seharusnya para 

pengungsi sudah terbantu untuk 

menyiapkan dirinya untuk menjadi 

bagian dalam masyarakat Selandia 

Baru. 

Prospek penanganan pengungsi 

Suriah di Selandia Baru tentu harus 

melihat bagaimana arus pengungsi 

kedepannya, serta permintaan 

pengungsi Suriah yang datang ke 

Selandia Baru. Bila tidak terdapat 

pengungsi Suriah yang datang ke 

Selandia Baru maka tidak akan ada 

penanganan pengungsi Suriah. 
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